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ABSTRAK 

 

Hingga kini hukum positif belum mampu memberikan 

perlindungan komprehensif korban pelecehan seksual pada anak. 

Berharap kebijakan atau peraturan pemerintah dapat menekan 

angka pelecehan seksual terhadap anak, namun realita dalam 

perkembangannya hukuman tersebut mendapatkan tanggapan yang 

beragam dari berbagai kalangan baik yang menolak maupun 

menerima. Penulis tertarik mengkaji tentang pengendalian hukum 

positif bagi pelaku pelecehan seksual anak yang sesuai dengan nilai 

keagamaan. Penulis ingin menganalisis peran pemerintah daerah 

Kabupaten Pesawaran di Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Kabupaten Pesawaran terhadap hukuman pelaku 

pelecehan seksual anak, dan bagaimana perspektif fiqh siyasah 

terhadap hukuman pelaku pelecehan seksual. 

Terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan 

pembahasan lebih lanjut dalam penelitian ini yaitu bagaimana peran 

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Serta 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam 

meminimalisasikan terjadinya kasus pelecehan seksual di Kabupaten 

Pesawaran, dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah tanfidziyyah 

terhadap peran pelecehan seksual anak Dinas Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana Kabupaten Pesawaran. Penelitian ini bertujuan 

guna mengetahui mengetahui peran Dinas Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana serta pengendalian penduduk dan keluarga 

berencana dalam meminimalisasikan terjadinya kasus pelecehan 

seksual di Kabupaten Pesawaran, memahami tinjauan fiqh siyasah 

tanfidziyyah terhadap peran pelecehan seksual anak. 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (field 

research) yaitu peneltian yang dilaksanakan berdasarkan konteks. 

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif. 

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian 

ini teknik dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan mencari 
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data untuk kebutuhan menyelesaikan penelitian ini dengan beberapa 

metode, yaitu wawancara, dokumentasi, dan sebagainya. Analisis 

data yang dilakukan terdiri atas deskripsi dan analisis, isi deskripsi 

penelitian akan memaparkan data-data atau hasil-hasil penelitian 

melalui teknik pengumpulan data tersebut. 

Peneliti menyimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan pengurangan resiko 

pelecehan seksual anak dengan menjalankan beberapa program yang 

telah mereka upayakan. Kendala Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Kabupaten Pesawaran dalam menjalankan peranannya 

untukmengatasi kasus pelecehan seksual adalah belum optimalnya 

lembaga layanan konsultasi lembaga layanan anak berkaitan dengan 

hubungan pemerintah dengan rakyatnya dan juga berhubungan 

dengan peraturan yang dikeluarkan pemerintah daerah. Tujuan 

pemerintah daerah haruslah menjalankan aturan yang telah 

ditetapkan agar tercapai tujuan yaitu kemaslahatan dalam fiqh 

siyasah tanfidziyah yang berkaitan dengan permasalahan ini belum 

sesuai dengan prinsip dan tujuan fiqh siyasah. 
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MOTTO 

 

                        

                         

      

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan 

dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-
baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar 

lagi Maha melihat.” 

(QS. An-Nisā (4) : 58)  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul  

Untuk menghindari kesalahpahaman makna dari skripsi 

ini, maka akan dijelaskan beberapa makna yang ada didalam judul 

skripsi yaitu “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pengendalian 

Kasus Pelecehan Seksual Pada Anak (Studi di Dinas 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Serta 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten 

Pesawaran)”.  Ada beberapa makna yang perlu dijelaskan yaitu: 

1. Tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa 

(untuk memahami) pandangan, pendapat (sesudah 

menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).
1
 

2. Fiqh Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang 

membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan 

manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi 

manusia itu sendiri. Dalam fiqh siyasah ini, ulama mujtahid 

menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung di 

dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara 

dan bermasyarakat.
2
  

3. Pengendalian pengukuran dan perbaikkan terhadap 

pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah 

dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat 

diselenggarakan.
3
 

4. Pelecehan seksual pada anak merupakan segala bentuk kontak 

seksual antara orang dewasa kepada siapapun yang berumur 

dibawah 18 tahun. Pelaku pelecahan seksual juga tidak hanya 

berasal dari luar, namun banyak juga pelaku pelecehan 

                                                           
1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

Edisi Ke-4 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 1470. 
2 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 

4. 
3  Risma Nurhaini Munthe Liharman Saragih,  Rosita Manawari Girsang, 

Dasar-Dasar Manajemen (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2022), 146. 
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seksual pada anak dari pihak keluarga sendiri menjadi 

pelakunya. 

Dari beberapa istilah di atas, maka judul yang saya 

maksud dalam judul skripsi skripsi ini Tinjauan Fiqh Siyasah 

Terhadap Pengendalian Kasus Pelecehan Seksual Pada Anak 

(Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak 

Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten 

Pesawaran). 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

anak adalah keturunan kedua. Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 

Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang 

yang belum  berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang 

masih dalam kandungan.  

 Dapat dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan 

generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki 

peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang 

menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa 

depan. Oleh karena itu, agar setiap anak kelak mampu memikul 

tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan 

yang seluas-luasnya untuk tumbuh berkembang secara optimal, 

baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu 

dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan 

anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-

haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.
4
 Anak 

mendapat perlindungan dan jaminan dalam Peraturan Perundang-

Undangan Perkawinan Indonesia. Bahkan dalam produk 

pemikiran hukum Islam lain non-kodifikasi pun, seperti fikih, 

fatwa dan tafsir, anak juga mendapat perlindungan dan jaminan 

hak. Namun tidak demikian dalam kenyataanya, banyak anak 

yang terabaikan hak-hak dalam kehidupannya, baik dalam 

                                                           
4 M. Nair Djamil, Anak Bukan Untuk Di Hukum Catatan Pembahasan 

UU Sistem Peradilan Anak (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 8. 



3 
 

 
 

keluarga yang masih utuh bapak dan ibu, lebih-lebih dalam 

keluarga yang orang tuanya berpisah (cerai).
5
 

 Pelecehan seksual cenderung menimbulkan dampak 

traumatis baik pada anak maupun pada orang dewasa. Namun, 

kasus pelecehan seksual sering tidak terungkap karena adanya 

penyangkalan terhadap peristiwa pelecehan seksual yang terjadi. 

Lebih sulit lagi jika pelecehan seksual ini terjadi pada anak-anak, 

karena anak-anak korban pelecehan seksual tidak mengerti bahwa 

dirinya menjadi korban. Selain itu, anak juga cenderung takut 

untuk melaporkan karena merasa terancam akan mengalami 

konsekuensi yang lebih buruk apabila melapor, dan anak juga 

merasa malu untuk menceritakan peristiwa pelecehan seksual 

yang terjadi pada dirinya, anak merasa bahwa peristiwa pelecehan 

seksual itu terjadi karena kesalahan dirinya dan pelecehan seksual 

ini membuat anak merasa malu bahwa dirinya sudah 

mempermalukan keluarga. Dampak pelecehan seksual yang 

terjadi ditandai adanya powerlessness, dimana korban merasa 

tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkap peristiwa pelecehan 

seksual tersebut.
6
 

 Namun demikian dalam realitasnya di masyarakat 

sendiri kasus pelecehan seksual berupa pemerkosaan hingga 

disertai pembunuhan sadis masih sering terjadi di tanah air. Belum 

lama ini sering kita mendengar berita tentang pelecehan seksual 

anak di belahan tanah air melalui berbagai media massa, salah 

satu yang cukup menyita perhatian adalah kasus pembunuhan 

sadis disertai dengan pemerkosaan.  Pembatasan usia nikah dalam 

rangka mencapai perkawinan ideal dengan pembatasan usia nikah 

dalam rangka perlindungan anak memiliki landasan hukum yang 

berbeda. Alasan-alasan dispensasi seperti telah adanya hubungan 

percintaan antara anak dengan pasangannya hingga kehamilan di 

luar nikah, masalah ekonomi, tuntutan adat istiadat senantiasa 

                                                           
 5 Khoiruddin Nasution, “Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum 

Keluarga Islam Indonesia *,” Jurnal Al-‟Adalah Vol. XIII No. 1 (2016): 1–

10, https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v13i1.1125. 
6 Ivo Viana, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan 

Penanganannya” Vol .01 No. 1 (2015): 14. 
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bertentangan dengan isu-isu yang muncul dalam paradigma 

perlindungan anak, seperti hak anak atas pendidikan, kesetaraan 

gender, kesehatan reproduksi yang bermuara pada isu kepentingan 

terbaik bagi anak.
7
 Hal ini sebagaimana tercermin di dalam Al-

Qur‟an surah Al-Isra (17) : 32 Allah berfirman: 

                        

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu 

adalah perbuatan  yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S 

Al-Isra‟: 32)  

 

Untuk mengetahui batasan syar‟i suatu kasus disebut 

sebagai telah melakukan pelecehan, maka dapat kita cermati 

firman Allah SWT dalam QS. Al-Mukminun (40) : 5-7 : 

                    

                 

                

“Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali 

terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki 

maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang 

siapa mencari dibalik itu, maka meeka adalah orang-orang yang 

merlampaui batas”. (Q.S Al-Mukminun : 5-7).  

 

Angka pelecehan seksual terhadap anak semakin hari 

semakin meningkat di Indonesia membuat pemerintah beserta 

jajarannya mengoreksi kembali peraturan perundang-undangan 

                                                           
  7 Mohammad Yasir Fauzi, “Pergeseran Paradigma Pembatasan 

Usia Perkawinan Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara 

Dispensasi Kawin,” El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic 

Family Law Vol. 3 No. 1 (2022): 32–48, 

https://doi.org/https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.11244. 
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mengenai perlidungan anak. Dan hingga kini hukum positif 

belum mampu memberikan perlindungan komprehensif korban. 

Termasuk di dalamnya menjamin kerugian fisik dan psikis 

korban, rehabilitasi korban dan juga pelaku, belum mampu 

melindungi hak-hak korban, menangani kasus secara 

komprehensif dan mencegah keberulangan terjadinya pelecehan 

seksual. 

 Dari kasus-kasus yang ada dalam realitas masyarakat itu, 

hendaknya kita dapat membuka mata kita lebar-lebar bahwa 

diluar sana banyak yang harus dilindungi hak dan jiwanya 

sebagai calon penerus bangsa ini. Maka perlu adanya suatu kajian 

tentang penerapan hukuman bagi pelaku pelecehan seksual anak 

yang sesuai dengan nilai keagamaan, psikologi dan sosial. 

Sehingga diharapkan hak-hak anak dari korban pelecehan seksual 

dapat terpenuhi secara bijak dan hukuman bagi pelaku pelecehan 

seksual terhadap anak pun sesuai dengan nilai-nilai keadilan, baik 

keadilan di mata Tuhan maupun manusia. 

 Dari latar belakang permasalahan ini peneliti ingin 

mengetahui lebih jauh Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak dalam pengendalian terjadinya kasus 

pelecehan seksual pada anak di Kabupaten Pesawaran, dan 

bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap hukuman pelaku 

pelecehan seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Pesawaran. Peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah 

Terhadap Pengendalian Kasus Pelecehan Seksual Pada Anak 

(Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak 

Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten 

Pesawaran). 

 

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu 

dirumuskan fokus permasalahan yang akan dibahas nanti. Adapun 

yang menjadi fokus penelitian dalam penulisan ini adalah 

pengendalian kasus pelecehan seksual pada anak ditinjau dari fiqh 

siyasah di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak 
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Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang 

berlokasi di Kabupaten Pesawaran. 

 

D. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan 

suatu rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana dalam pengendalian terjadinya kasus 

pelecehan seksual di Kabupaten Pesawaran? 

2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah Tanfidziyyah terhadap peran 

Dinas P3AP2KB di Kabupaten Pesawaran dalam 

pengendalian kasus pelecehan seksual?  

 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

mengkaji tentang: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam 

meminimalisasikan terjadinya kasus pelecehan seksual di 

Kabupaten Pesawaran. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan fiqh siyasah 

tanfidziyyah terhadap peran pelecehan seksual anak Dinas 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Serta 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di 

Kabupaten Pesawaran. 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk menambah wawasan dalam mengetahui ilmu fiqh 

siyasah dalam hukuman pelaku pelecehan seksual pada anak. 

2. Agar lebih memahami lagi terkait pembelajaran ilmu fiqh 

siyasah bagi mahasiswa Fakultas Syariah khususnya jurusan 

Hukum Tata Negara. 

3. Untuk memberikan informasi dan referensi bagi peneliti 

lainnya yang berkaitan dengan masalah. 
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G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Dalam penulisan skripsi ini peneliti mencari informasi 

dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan 

perbandingan. Mengenai baik dari kekurangan atau kelebihan 

yang ada. Selain itu juga peneliti mencari informasi dari referensi-

referensi maupun skripsi untuk mendapatkan suatu informasi yang 

berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh 

landasan teori ilmiah. 

1. Ferli Setiawan Mukti, Mahasiswa Fakultas Syariah UIN 

Raden Fatah Palembang Tahun 2018 dengan judul “Tinjauan 

Hukum Pidana Islam Terhadap Pelecehan seksual Dalam 

Rumah Tangga (Studi Kasus di Womens Crisis Center). 

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, 

pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik 

data lapangan yang diperlukan sebagai bahan penunjang yang 

diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi 

dilokasi penelitian. Hasil penelitian yang didapat bahwa 

dalam hukum Islam pelaku pelecehan seksual dikenai sanksi 

qishas atau ta‟zir sedangkan pezina di era dan diasingkan atau 

dirajam hingga meninggal dunia. Dan dalam Islam melarang 

suami berhubungan dengan menggunakan pelecehan seksual 

hukuman bagi pelaku pelecehan seksual haruslah tetap 

dijalankan meskipun itu adalah orang yang paling dekat 

dengan korban.
8
 Persamaan beberapa kajian di atas dengan 

penulis terdapat pada metode penelitian, yaitu dengan 

menggunakan metode lapangan. Sedangkan perbedaannya 

adalah lokasi penelitian, tinjauan atau pandangan dalam 

hukum Islam, dimana penulis lebih spesifik dalam kajian fiqh 

siyasah. 

2. Musyafa Abdul Munim, Mahasiswa Fakultas Syariah 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 

Tahun 2019 dengan judul “Perlindungan Anak Dari Pelaku 

Pelecehan seksual (Studi Pandangan Majelis Ulama Indonesia 

                                                           
8 Ferli Setiawan Mukti, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap 

Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga” (Skripsi, UIN Raden Fatah 

Palembang, 2018). 
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Kabupaten Malang Serta Kantor Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang Terhadap Pasal 81 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2016 Terntang Perlindungan Anak). Penelitian ini 

dilakukan di Kabupaten Malang dengan menggunakan 

paradigma alamiah yang bersumber dari pandangan 

fenomenologis dengan menggunakan pendekatan kualitatif 

dan jenis penelitian case study. Pengumpulan data dengan 

tekhnik pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil 

penelitian, secara umum keseluruhan informan setuju terhadap 

hukuman yang tertuang dalam Pasal 81 PERPU No. 1 Tahun 

2016. Hukuman penjara seumur hidup, hukuman mati, dan 

pengumuman identitas pelaku menurut sebagian informan 

sudah sesuai dengan Jinayah Islam. Namun keseluruhan 

informan kurang setuju tentang hukuman kebiri. MUI tidak 

setuju karena adanya efek yang ditimbulkan yakni perubahan 

sifat dan karakter kearah perempuan, sedangkan merubah 

qodrat manusia adalah dilarang baik secara kemanusiaan 

terlebih agama. Sedangkan KP3A tidak setuju tentang 

hukuman kebiri bilamana hasrat seksualnya tidak dapat secara 

permanen. Tentang hukuman yang sesuai bagi pelaku, dan 

dilihat dari dampak yang dialami korban. Mereka lebih setuju 

bila hukuman penjara seumur hidup dan hukuman mati 

diterapkan bagi pelaku pelecehan seksual anak.
9
 Persamaan 

beberapa kajian di atas dengan penulis terdapat pada metode 

penelitian, yaitu dengan menggunakan metode lapangan. 

Sedangkan perbedaannya adalah lokasi penelitian, tinjauan 

atau pandangan dalam hukum Islam, dimana penulis lebih 

spesifik dalam kajian fiqh siyasah. 

3. Penelitian yang dilakukan Faris Akmal Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Surakarta (2020) dengan hasil 

penelitian yang berjudul “Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual 

Terhadap Anak di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum 

Islam”. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis di dalam 

                                                           
9 Musyafa Abdul Munim, “Perlindungan Anak Dari Pelaku Kekerasan 

Seksual” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019). 
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penulisan hukum ini adalah penelitian kepustakaan karena 

menjadikan bahan pustaka sebagai bahan kajian. Jenis data 

yang digunakan adalah data sekunder dan bahan hukum 

tersier yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Setelah 

semua data terkumpul kemudian dianalisis dengan 

menggunakan metoder content analysis. Dari hasil penelitian 

ini dari sudut pandang hukum Islam Al-Qur‟an dan Hadits 

tidak menjelaskan secara jelas mengenai hukuman mengenai 

hukuman bagi pelaku pelecehan seksual. Karena Al-Qur‟an 

dan Hadits belum mengatur sanksi perbuatan pelecehan 

seksual, maka penerapan sanksi bagi pelaku pelecehan seksual 

ditentukan dengan hukuman ta‟zir, sanksi yang diberlakukan 

kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran baik 

berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan tidak 

termasuk ke dalam kategori hudud atau kafarat.
10

 Persamaan 

beberapa kajian di atas dengan penulis terdapat pada metode 

penelitian, yaitu dengan menggunakan metode lapangan. 

Sedangkan perbedaannya adalah lokasi penelitian, tinjauan 

atau pandangan dalam hukum Islam, dimana penulis lebih 

spesifik dalam kajian fiqh siyasah. 

 

H. Metode Penelitian 

Penelitian adalah suatu cara untuk memahami sesuatu 

dengan melalui penyelidikan atau melalui usaha mencari bukti-

bukti yang muncul sehubungan dengan masalah itu, yang 

dilakukan secara hati-hati sekali sehingga diperoleh 

pemecahannya.
11

 Dalam metodelogi penelitian dipelajari 

bagaimana proses dan tahapan suatu kegiatan penelitian. 

Metodelogi penelitian bertujuan untuk membuat berbagai tahap 

penelitian, mulai dari rencana kerja (skripsi) suatu penelitian 

sampai dengan publikasi. Jadi metodelogi penelitian merupakan 

                                                           
10 Faris Akmal, “Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di 

Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam” (Skripsi: Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, 2016). 
11 Abu Achmad Cholid Narbuko, Metode Penelitian (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2013), 1. 
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kumpulan prosedur, skema dan algoritma yang digunakan sebagai 

alat ukur atau instrument dalam pelaksanaan penelitian.
12

 

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif 

adalah cara bagaimana suatu penulisan itu dilakukan.
13

 

Pembahasan penelitian ini agar sesuai dengan apa yang 

diharapkan, dan dapat terlaksana dengan objektif dan ilmiah serta 

hasil yang maksimal. Maka diperlukan metode-metode penulisan 

untuk bertindak dan berfikir menurut aturan-aturan yang ilmiah. 

Maka penulis menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

 Bila dilihat dari permasalahannya, penelitian ini 

termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research). 

Sebuah penelitian yang dilakukan dengan cara terjun 

langsung kelapangan dan dalam kehidupan yang 

sebenarnya.
14

 Sehingga dalam penelitian ini peneliti 

langsung kelapangan secara aktif dan menggunakan 

tekhnik observasi sistematis yang sudah ditentukan 

terlebih dahulu kerangkanya. Kerangka itu membuat 

faktor-faktor yang akan diobservasikan.
15

 Peneliti akan 

berusaha mengungkapkan secara faktual dan aktual secara 

sistematis mengenai hukuman kasus pelecehan seksual 

pada anak menurut pandangan Pemerintah Kabupaten 

Pesawaran. 

b. Sifat Penelitian 

 Berdasarkan sifatnya, penelitian ini bersifat 

deskriptif analisis dimana pada penelitian ini prosedur 

pemecahan masalah yang dapat diselidiki dilakukan 

dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek 

dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan pada 

                                                           
12 Kris H. Timotius, Pengantar Metodelogi Penelitian (Yogyakarta: Andi 

Offset, 2017), 4–5. 
13 Susiadi, Metodologi Penelitian (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan 

Penerbitan LP2M, 2015), 19. 
14 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, Cet. Ke-7 

(Bandung: Mandar Maju, 2009), 32.  
15 Ibid., 54. 
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fakta-fakta yang mucul.
16

 Sehingga pada penelitian ini 

harus berusaha untuk memahami, menafsirkan sesuatu 

peristiwa terkait tingkah laku manusia dalam situasi 

tertentu menurut penelitian sendiri.
17

 Pada penelitian ini 

akan menguraikan dan menggambarkan apa adanya 

mengenai hukuman kasus pelecehan seksual pada anak 

menurut pandangan Pemerintah Kabupaten Pesawaran. 

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

 Data primer merupakan data yang didapat dari 

sumber pertama baik dari individu atau perorangan seperti 

hasil dari wawancara yang biasa dilakukan oleh peneliti.
18

 

Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari 

informen penelitian yang diperoleh langsung oleh peneliti 

dari orang yang dijadikan sebagai narasumber yaitu 

Pemerintah Kabupaten Pesawaran.  

b. Data Sekunder 

 Data sekunder merupakan data yang diperoleh 

atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang terlah ada, 

data tersebut diperoleh dari perpustakaan atau laporan-

laporan penelitian terdahulu yang berbentuk tulisan.
19

 Hal 

ini data sekunder yang diperoleh dengan cara membaca 

buku, artikel atau referensi lainnya yang dapat ditinjau 

dalam hukum Islam seperti Al-Quran dan Hadits yang 

relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam 

penelitian ini. 

Kedua sumber data tersebut dipergunakan untuk 

saling melengkapi, yaitu data yang ada pada lapangan dan 

data yang ada pada kepustakaan. Dengan menggunakan 

data primer dan data sekunder tersebut maka data yang 

                                                           
16 Hadari, Metode Penelitian Bidang Hukum (Yogyakarta: Gajah Mada 

University Press, 2001), 63. 
17 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, 78. 
18 Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis 

(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), 42. 
19 M.S Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat 

(Yogyakarta: Paradigma, 2005), 68. 
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tergabung tersebut dapat memberikan validitas yang dapat 

ditanggungjawabkan kebenarannya.  

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi, merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya.
20

 Populasi dalam 

penelitian ini penulis menggunakan 22 bidang dari struktur 

organisasi pada kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Pesawaran 

yang berlokasi di daerah Kabupaten Pesawaran. 

b. Sampel, merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, 

dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada 

pada populasi.
21

 Berdasarkan populasi tersebut penulis 

dapat menggunakan sampel sebanyak 4 orang pegawai 

sebagai perwakilan dari bidang yang ditentukan pada 

popolasi di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Pesawaran dan 

4 masyarakat, yaitu Bapak Sadikin dan Ibu Elamisiah dari 

Desa Sukaraja  serta Ibu Yuliati dan Bapak Supriyatno dari 

Desa Bagelan Gedong Tataan sebagai perwakilan di daerah 

Kabupaten Pesawaran. Adapun teknik pengambilan sampel 

dilakukan dengan cara purposive sampling yaitu teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.
22

  

4. Alat Pengumpulan Data 

a. Observasi  

Observasi merupakan metode yang memfokuskan 

perhatian terhadap gejala, kejadian atau sesuatu dengan 

maksud menafsirkan, menggunakan faktor-faktor 

                                                           
20 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D 

(Bandung: Alfabeta Cv, 2016), 215. 
21 Ibid., 216. 
22 Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2011), 68. 
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penyebabnya dan menemukan kaidah-kaidah yang 

mengaturnya.
23

 Teknik ini digunakan untuk pengumpulan 

data dan informasi guna mendukung data yang diperoleh 

melalui wawancara secara formal atau informal dalam 

waktu bersamaan. Pada penelitian ini, metode 

pengumpulan data observasi yang dipergunakan adalah 

observasi partisipan yaitu observasi yang memungkinkan 

peneliti terlibat secara langsug dalam kegiatan orang yang 

sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data 

penelitian.
24

  

b. Wawancara 

Wawancara adalah salah satu cara mengumpulkan 

data yang biasa digunakan dalam penelitian. Cara ini 

digunakan ketika subjek kajian (responden) dan peneliti 

berada langsung bertatap muka dalam proses 

mendapatkan informasi bagi keperluan data primer.
25

  

Melalui metode wawancara ini dapat memperoleh 

keterangan atau pendapat dari partisipan selaku 

narasumber penelitian. 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan 

data dengan menggunakan dokumen. Dalam penelitian ini 

mendapatkan dokumentasi foto-foto saat berlangsungnya 

wawancara, sehingga data tersebut dapat digunakan untuk 

data yang ada pada peneliti. 

5. Metode Pengolahan Data 

a. Pemeriksaan Data (Editing) 

Pemeriksaan data atau editing adalah memeriksa 

daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para 

pengumpul data. Tujuan dari pada editing adalah untuk 

mengurangi kesalahan-kesalahan atau kekurangan yang 

ada di dalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan 

                                                           
23 Ibid., 38.  
24 Ibid.   
25 Emzir, Metodelogi Penelitian Kualitatif Analisis Data (Jakarta: PT. 

Raja Persada, 2010), 117. 
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sampai sejauh mungkin.
26

 Pada tahap ini akan melakukan 

pemeriksaan kembali terkait dengan kelengkapan, 

kejelasan, dan kesesuaian data yang diperoleh dengan data 

yang diperlukan dalam penelitian.  

b. Organizing  

Organizing yaitu melakukan penyusunan kembali 

data yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah 

direncanakan dengan rumusan masalah.
27

 Pada tahap ini 

akan mengelompokkan data berdasarkan dengan 

kesesuaiannya, sehingga data akan tersusun secara 

struktur dan sistematis.  

c. Interpretasi Data 

Interpretasi data merupakan suatu kegiatan yang 

menggabungkan hasil analisis dengan pernyataan untuk 

menemukan makna dari data yang dikumpulkan untuk 

menjawab permasalahan.  

6. Analisis Data 

Analisis data yang dilakukan terdiri atas deskripsi dan 

analisis, isi deskripsi penelitian akan memaparkan data-data 

atau hasil-hasil penelitian melalui teknik pengumpulan data 

diatas. Dari semua data yang terkumpul kemudian dianalisis 

dengan menggunakan metode kualitatif. Metode ini bertujuan 

untuk menggambarkan keadaan atau fenomena.
28

 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan merupakan struktur pembahasan 

penelitian yang dilakukan sebagai alur tahapan dalam proses 

penyusunan skripsi. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini 

terkait dengan hukuman dalam pelaku pelecehan seksual pada 

anak. Hukum adalah sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan 

manusia, dan sementara hukuman sesuatu yang tidak dapat 

                                                           
26 Cholid Narbuko, Metode Penelitian, 70. 
27 Ibid. 
28 Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum (Bandung: pt. 

Citra Aditya Bakti, 2004), 131. 
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dihindarkan, sebagai alur tahapan dalam proses penyusunan 

skripsi ini adalah sebagai berikut : 

a. Bab I Pendahuluan 

Bab ini berisi mengenai penegasan judul, latar 

belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian 

(meliputi jenis dan sifat penelitian, sumber data, metode 

pengumpulan data, metode pengolahan data, metode 

analisis data), dan kerangka teoritik. 

b. Bab II Landasan Teori 

Bab ini berisi landasan terhadap beberapa teori dan 

referensi yang menjadi landasan dalam mendukung studi 

penelitian ini. 

c. Bab III Deskripsi Objek Penelitian 

Bab ini berisi mengenai gambaran mum deskripsi 

penelitian. 

d. Bab IV Analisis Penelitian 

Bab ini berisikan pembahasan dari berbagai hasil 

pengumpulan data dan analisa peneliti mengenai hasil 

kesimpulan dalam penelitian ini. 

 

e. Bab V Penutup 

Bab terakhir berisi terkait kesimpulan dan 

rekomendasi. Kesimpulan merangkum seluruh penemuan 

peneliti yang bekaitan dengan masalah penelitian.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Fiqh Siyasah 

1. Pengertian Fiqh Siyasah  

Istilah fiqh siyasah merupakan sebuah kalimat 

majemuk atau tarkib idhafi yang terdiri dari dua kata, yaitu 

fiqh dan siyasah. Secara etimologis, fiqh merupakan kata yang 

berbentuk mashdar dari sebuah tashrifan kata faqiha-yafqahu-

fiqhan yang berarti pemahaman mendalam serta akurat 

sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan 

tertentu. Secara terminologis, fiqh juga cenderung 

didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang 

bersifat perbuatan yang mudah dipahami dari dalil-dalil yang 

terperinci.
29

 Maksud dari dalil-dalil yang rinci diatas, setiap 

hukum perbuatan mukallaf yang dibahas dalam ilmu fiqh itu 

masing-masing ada dalilnya, sekalipun dalil tersebut tidak 

bersifat rinci, atau bahkan malah bersifat umum yang masih 

memerlukan penjelasan lebih lanjut.  

Menurut Jafar, fiqh siyasah merupakan tarkib idhofi 

yang tersusun dari dua kata berbahasa Arab, yaitu kata fiqh 

dan kata siyasah. Agar diperoleh pemahaman yang benar 

tentang apa yang dimaksud dengan fiqh siyasah, maka perlu 

dijelaskan pengertian masing–masing kata dari segi bahasa 

dan istilah.  Secara etimologi (bahasa) fiqh adalah 

pemahaman. Sedangkan fiqh secara terminologi (istilah) 

adalah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal 

perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil tafshili (terinci), 

yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari al-Qur'an dan 

as-Sunnah.
30

 Jadi fiqh adalah pengetahuan mengenai hukum 

Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang 

                                                           
29 Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam 

(Padang: Angkasa Raya, 1993), 15. 
30 Wahyu Abdul Jafar, “Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur‟an Dan 

Al-Hadits,” Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam Vol. 3 No. 1 

(2018): 1. 
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disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad. 

Kata siyasah berasal dari kata sasa. Kata ini dalam kamus 

Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. 

Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu 

mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat 

kebijaksanan, pemerintahan dan politik. Secara terminologis 

dalam kitab Lisan al-Arab, yang dimaksud dengan kata 

siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara 

yang membawa kepada kemaslahatan.
31

 

Sementara dari kajian ushul fiqh, fiqh memiliki arti 

pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang memiliki 

sifat amaliyah yang digali dari dalil-dalil yang lebih terperinci. 

Pengertian ini menunjukkan bahwa fiqh adalah hasil ijtihad 

yang telah dilakukan oleh para ulama (ulil amri) melalui 

kajian-kajian dalil tentang berbagai macam persoalan hukum, 

baik yang disebutkan secara langsung maupun tidak langsung 

didalam Al-Qur‟an dan As-Sunnah. Siyasah atau As siyasah 

berasal dari kata sasa-yasusu-siyasah yang berarti “Mengatur, 

mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan”. Secara 

harfiah siyasah memilik arti pemerintahan, pengambilan 

keputusan, pembuat kebijakan, pengurusan, pengawasan, 

perekayasaan, dan arti-arti lainnya. Siyasah juga sering 

dimaknai sebagai “Memerintah, pemerintah, politik dan 

pembuatan kebijakan”.
32

 Pengertian kebahasaan ini 

mengisyaratkan bahwasanya tujuan siyasah adalah mengatur, 

mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang 

bersifat politis untuk mencakup sesuatu. 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa fiqh siyasah adalah ilmu tata negara islam 

yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk 

pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan 

negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, 

dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan 

                                                           
31 Ibn Manzhur, Lisn Al „Arab, Juz 6 (Beirut: Dar al-Shadr, 1968), 108. 
32 Ibn Qayyim Al-Jawziyah, Al-Thuruq Al-Hukmiyah Fi Al-Siyasah Al-

Syar‟iyyah (Kairo: Al-Muassasah al-„Arabiyyah, 1961), 16. 
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atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan 

kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari 

berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang 

dijalaninya. 

 

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah 

Fiqh Siyasah sendiri memiliki ruang lingkup 

tersendiri dalam hal kajiannya. Adapun ruang lingkup fiqh 

siyasah dikalangan para ahli fuqaha terjadi perdebatan. Hasbi 

Ash Shiddieqy membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi 

delapan bidang, yaitu: 

a. Siyasah Dusturiyah Syar‟iyyah 

b. Siyasah Tasyri‟iyyah Syar‟iyyah 

c. Siyasah Qadha‟iyyah Syar‟iyyah 

d. Siyasah Maliyah Syar‟iyyah 

e. Siyasah Idariyah Syar‟iyyah 

f. Siyasah Kharijiyah Syar‟iyyah/ Siyasah Dawliyah 

g. Siyasah Tanfiziyyah Syar‟iyyah 

h. Siyasah Harbiyyah Syar‟iyyah.
33

 

Menurut Abdul Wahab Khallaf secara umum ada tiga 

ruang lingkup fiqh siyasah yaitu:
34

 

a. Siyasah Dusturiyah 

Yaitu membahas tentang hubungan antara 

pemimpin/imam dengan rakyat atau umat serta 

kelembagaan-kelembagaan yang ada didalam masyarakat, 

seperti membahas pengaturan dan perundang-undangan 

yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi 

ersesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan 

realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi 

kebutuhannya. 

b. Siyasah Kharijiyah  

                                                           
33 H.A. Djazuli, Fiqh Siyasah (Jakarta: Kencana, 2017), 30. 
34 Ibid. 



20 
 

Yaitu membahas tentang hubungan internasional 

atau politik luar negeri dalam sebuah kenegaraan. 

c. Siyasah Maliyah  

Yaitu membahas tentang sumber keuangan negara 

dan tata cara pengelolaan serta pendistribusian harta 

kekayaan negara. 

d. Tujuan Fiqh Siyasah 

Tujuan mengimplementasikan fiqh siyasah bukan 

untuk memberangus sistim politik yang lain. Namun 

politik islam tetap terbuka terhadap berbagai konsep 

politik yang yang ada di indonesia selama tidak 

bertentangan dengan konsep konsep dasar yang ada pada 

al-Qur‟an dan al Hadist. Sifat terbuka Islam dalam 

masalah politik ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa 

Islam tidaklah menetapkan konsep politiknya secara amat 

rinci dalam segenap masalahnya. Ketidak rincian itu 

sendiri merupakan bagian dari kebijaksanaan Allah agar 

Islam bisa mengembangkan konsep politiknya dari waktu 

ke waktu tanpa harus terkungkung oleh rincian-rincian 

yang sangat mengikat, sementara kondisi zaman 

senantiasa berubah dan berkembang. Akan tetapi, tidak 

pula berarti bahwa Islam sama sekali tidak memiliki 

rincian dalam masalah-masalah politik.
35

 Ada masalah-

masalah tertentu yang telah ditetapkan secara rinci dan 

tidak boleh berubah kapanpun juga, meskipun zamannya 

berubah. Dalam hal ini, tidaklah benar pandangan 

sebagian kalangan yang mengatakan bahwa dalam 

masalah politik, Islam hanya memiliki nilai-nilai normatif 

saja, yang bisa diturunkan seluas-luasnya tanpa batasan-

batasan.  

 

3. Fiqh Siyasah Tanfidziyyah 

Dalam Islam yang menjadi latar belakang terciptanya 

struktur dan mekanisme kelembagaan negara dan 

                                                           
35 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam 

(Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 4. 
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pemerintahan adalah berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang 

ditetapkan al-Qur‟an dan hadist Nabi Muhammad SAW. 

Prinsip pertama adalah bahwa seluruh kekuasaan di alam 

semesta ada pada Allah karena Dia (Allah SWT) yang telah 

menciptakannya. Prinsip kedua adalah bahwa hukum islam 

ditetapkan oleh Allah dalam al-Qur‟an dan hadist nabi, 

sedangkan hadist merupakan penjelasan tentang al-Qur‟an. 

Dalam sejarah Ketatanegaraan Islam, terdapat tiga badan 

kekuasaan, yaitu : Sulthah al-tasyri‟iyyah (kekuasaan 

Legislatif), Sulthah al-thanfidziyah (Kekuasaan Eksekutif), 

Sulthah al-qadha‟iyyah (Kekuasaan Yudikatif).
36

 

Dalam perspektif Islam tidak lepas dari al-Qur‟an, 

sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al-

khulafah serta pemerintah islam sepanjang sejarah. Siyasah 

tanfidziyyah syar‟iyyah ini merupakan kajian yang sangat 

tidak asing dalam Islam, terutama oleh nabi muhammad saw. 

Fiqh siyasah tanfidziyyah syar‟iyyah adalah salah satu bagian 

terpenting dalam sistem pemerintah Islam karena menyangkut 

tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara.
37

 

Sebagaimana kajian penelitian ini dalam Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang 

menjadi landasan sistem pemerintah. 

Tugas Al-Sulthah Tanfidziyyah adalah melaksanakan 

undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk 

menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan 

yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara 

melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan 

dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan 

sesama negara (hubungan internasional)
38

. Islam telah 

menganugerahkan kemuliaan pada seluruh umat manusia di 

                                                           
36

 Hakim Javid Iqbal, Masalah-Masalah Teori Politik Islam, Cet Ke-3 

(Bandung: Mizan, 1996), 57. 
37 Nurcholis Madjid, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik 

(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 273. 
38 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik 

Islam, 62.  
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muka bumi ini tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, 

ras, dan suku. Ini berarti bahwa, kemuliaan yang 

dianugerahkan Islam merupakan bagian integral dari 

kemuliaan yang juga dianugerahkan pada seluruh umat 

manusia. 

Fiqh Siyasah Tanfudziyah diperuntukkan bagi setiap 

individu agar menyadari kewajiban mereka dan 

melaksanakannya Peraturan Perundang-undangan dengan 

penuh keikhlasan. Di samping kewajiban yang harus 

ditunaikan tersebut, ajaran Islam juga menyatakan bahwa 

setiap individu juga memiliki hak-hak yang dijamin dan 

dilindungi. Pada tingkatan selanjutnya, Islam menjelaskan 

bahwa setelah individu, keluarga juga memiliki kedudukan 

suci yang harus dijaga dan dipelihara, dengan cara 

memperkuat rasa tanggung jawab setiap anggotanya, dan 

mengisinya dengan saling mencintai dan saling menghormati. 

Pada tingkatan yang lebih luas, yang menjadi sasaran 

hukum Islam adalah masyarakat. Demi menjaga eksistensi 

sebuah masyarakat, Islam memberikan beberapa pilar 

hukumnya, seperti peraturan, hukum, undang-undang, politik, 

majelis syura, dan hubungan antara pemimpin dan rakyat. 

Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia 

sesuai dengan nilai-nilai agama.  

Allah juga telah menetapkan kaidah-kaidah moral dan 

sosial bagi para pekerja larangan-larangan terdapat didalam 

Alqur‟an dan hadis, sehingga dalam berperilaku dalam 

melakukan tindakan seperti kekerasan dan pelecehan seksual, 

sudah seharusnya masyarakat harus patuh dan tunduk pada 

kaidah-kaidah tersebut. Sehingga dalam setiap bertindak, 

harus patuh dan tunduk pada kaidah-kaidah yang telah 

ditetapkan Allah. Dengan demikian, setiap tindakan yang 

dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan tidak boleh 

bertentangan dengan kaidah-kaidah tersebut. 
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B. Pelecehan Seksual Terhadap Anak  

1. Pengertian Pelecehan Seksual  

Pelecehan seksual adalah perilaku atau tindakan yang 

mengganggu, menjengkelkan dan tidak diundang yang 

dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap pihak 

lain, yang berkaitan langsung dengan jenis kelamin pihak 

yang diganggunya dan dirasakan menurunkan harkat martabat 

orang yang diganggunya. Menurut Komisi Nasional Hak 

Asasi Manusia (HAM) pelecehan seksual adalah setiap 

tindakan atau prilaku atau gerak gerik seksual yang tidak 

dikehendaki dalam bentuk verbal (kata-kata) atau tulisan, 

fisik, tidak verbal, dan visual untuk kepentingan seksual, 

memiliki muatan seksual, sehingga terhina, malu, tidak 

nyaman, dan tidak aman bagi orang lain.
39

 

Meningkatnya kasus pelecehan seksual pada anak di 

Indonesia menjadi sebab utama akan pentingnya pemberian 

pendidikan seksual pada anak. Komisi Perlindungan Anak 

Indonesia (KPAI) menyebutkan pornografi, pelecehan 

seksual, dan eksploitasi seksual komersial pada anak setiap 

tahunnya mengalami peningkatan. Istilah pelecehan seksual 

terhadap anak (child abuse) didefinisikan sebagai pelecehan 

seksual, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan yang salah, 

perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau 

bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik dialami 

individu atau kelompok.
40

 Child abuse merupakan tindakan 

melukai yang berulang secara fisik dan emosional terhadap 

anak melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tidak 

terkendali, degradasi, dan cemoohan permanen atau pelecehan 

seksual serta penelantaran (lalai), sehingga anak kehilangan 

                                                           
39 B. Simandjuntak, Pengantar Kriminologi Dan Patologi Sosial 

(Bandung: Tarsito, 1981), 71. 
40 Singgih D. Gunarsa, Psikologi Remaja (Jakarta: Gunung Mulia, 1992), 

7. 
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kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai 

manusia secara optimal.
41

 

 

2. Dasar Hukum 

Dasar hukum pelecehan seksual pada anak diatur 

dalam perundang-undangan negara, sebagaimana berikut ini: 

a. Dalam Pasal 3 UU 23/2002 jo UU 35/2014 mengandung 

aspek penting yaitu: terjamin dan terpenuhinya hak-hak 

anak; terpenuhinya harkat dan martabat kemanusiaan; 

perlindungan anak dari pelecehan seksual dan 

diskriminasi; terwujudnya anak yang berkualitas, 

berakhlak mulia dan sejahtera. Sedangkan prinsip dasar 

konvensi hak-hak anak meliputi: nondiskriminasi; 

kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, 

kelangsungan hidup dan perkembangan; penghargaan 

terhadap pendapat anak. 

b. Dalam Pasal 4 UU 39/1999 disebutkan bahwa manusia 

mempunyai hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak 

kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, 

hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui secara 

pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk 

tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah 

hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam 

keadaan apapun dan oleh siapapun. 

c. Selanjutnya dalam Pasal 58 tercantum: (1) Setiap anak 

berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari 

segala bentuk pelecehan seksual fisik atau mental, 

penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual 

selama dalam pdpengasuhan orang tua atau walinya, atau 

pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas 

pengasuhan; (2) Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh 

anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau 

mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan 

                                                           
41 Ratih Probosiwi dan Daud Bahransyaf, Pedofilia Dan Kekerasan 

Seksual: Masalah Dan Perlindungan Terhadap Anak (Yogyakarta: B2P3KS 

Kementerian Sosial, 2015), 29. 



25 
 

 
 

seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan 

terhadap anak yang seharusnya dilindungi maka harus 

dikenakan pemberatan hukuman. 

d. Dalam Pasal 59 UU 23/2002 jo UU 35/2014, dijelaskan 

bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya 

berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan 

perlindungan khusus, yaitu: anak dalam situasi darurat; 

anak yang berhadapan dengan hukum; anak dari 

kelompok minoritas dan terisolasi; anak tereksploitasi 

secara ekonomi dan atau seksual; anak yang 

diperdagangkan; anak yang menjadi korban 

penyalahgunaan NAPZA; anak korban penculikan, 

penjualan dan perdagangan; anak korban pelecehan 

seksual baik fisik dan atau mental anak yang menyandang 

cacat; dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. 

Perlindungan hukum dalah hak setiap warga negaranya, 

sesuai dengan ayat (1) Pasal 28D UndangUndang Dasar Negara 

Republik Indonesia yang berbunyi “Setiap orang berhak atas 

pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang 

adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Perlindungan 

hukum pada hakikatnya sangat erat dengan aspek keadilan. Maka 

dengan adanya perlindungan hukum merupakan salah satu 

perwujudan untuk menegakkan keadilan. Perlindungan hukum 

bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik 

kelompok maupun perorangan, dapat menjadi korban bahkan 

sebagai pelaku kejahatan. 

Dalam konstruksi hukum apapun, baik hukum Islam, 

hukum positif, maupun hukum adat, pelecehan seksual merupakan 

tindakan yang tidak patut dan tidak layak. Bahkan pelecehan 

seksual mencederai nilai moral dan agama yang justru 

membangun perspektif yang berbeda berupa berbuat baik atas 

sesama, saling membantu, ramah, toleransi dan lainnya. Sebagai 

tindakan yang tidak layak juga tidak patut, hukum Islam dan 

hukum positif telah mengatur masalah tersebut dengan cukup 

baik. Pelecehan seksual masuk dalam tindakan yang dilarang, 

apalagi objek pelecehan seksual pihak yang lemah, terutama 
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kepada perempuan dan anak. Berikut ini, disajikan beberapa dasar 

hukum larangan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak 

baik dalam kerangka hukum Islam maupun hukum positif. 

Dalam hal anak menjadi korban pelecehan seksual berhak 

mendapatkan hak-hak yang telah diatur dalam Pasal 64 

UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anak yaitu :  

1) Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;  

2) Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, 

tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;  

3) Penghindaran dari publikasi atas identitasnya;  

4) Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang 

dipercaya oleh Anak; 

5) Pemberian pendidikan;  

6) Pemberian pelayanan kesehatan; 

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, hak-hak korban 

adalah : 

1) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, 

dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang 

berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah 

diberikannya; 

2) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk 

perlindungan dan dukungan keamanan;  

3) Memberikan keterangan tanpa tekanan;  

4) Mendapat penerjemah; 

5) Bebas dari pertanyaan yang menjerat; 

6) Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; 

7) Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;  

8) Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;  

9) Dirahasiakan identitasnya;  

10) Mendapat identitas baru; 

11) Mendapat tempat kediaman sementara;  

12) Mendapat tempat kediaman baru;  
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13) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan 

kebutuhan;  

14) Mendapat nasihat hukum;  

15) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas 

waktu Perlindungan berakhir; dan/atau  

16) Mendapat pendampingan. 

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 

tentang Perlindungan Saksi dan Korban untuk korban pelecehan 

seksual, selain mendapatkan hak-hak yang penulis sebutkan di 

atas. Korban juga berhak mendapat : 

1) Bantuan medis; dan 

2) Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis 

Sedangkan dalam hal anak menjadi korban pelecehan 

seksual berhak mendapatkan hak-hak yang telah diatur dalam 

Pasal 64 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak yaitu : 

1) Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;  

2) Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, 

tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;  

3) Penghindaran dari publikasi atas identitasnya;  

4) Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang 

dipercaya oleh Anak; 

5) Pemberian pendidikan;  

6) Pemberian pelayanan kesehatan. 

Kemajuan teknologi yang terjadi pada saat ini telah 

membawa dampak perubahan bagi masyarakat, baik itu dampak 

yang positif maupun dampak negatif. Kemajuan teknologi 

menyebabkan komunikasi antara negara menjadi semakin mudah 

dan lancar, sehingga kebudayaan luar negeri lebih terasa 

pengaruhnya. Dampak yang paling terasa adalah pada tata budaya, 

moral, dan tata sosial masyarakat pada umumnya dan pada 

generasi muda khususnya. 

Di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 sebagai 

Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak dalam Pasal 59 ayat (1) disebutkan bahwa : 

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya 
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berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan 

Perlindungan Khusus kepada Anak. Termasuk di dalamnya adalah 

perlindungan khusus bagi anak korban pelecehan seksual, yang 

disebutkan dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j. Perlindungan Khusus 

bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) 

dilakukan melalui upaya: 

a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau 

rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta 

pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; 

b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai 

pemulihan;  

c. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari 

Keluarga tidak mampu; dan 

d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap 

proses peradilan. 

 

C. Konsep Anak  

1. Pengertian Anak  

Anak merupakan mahluk yang membutuhkan 

pemeliharaan, kasih sayang dan tempat yang membutuhkan 

pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. 

Selain itu, anak merupakan bagian dari keluarga dan keluarga 

memberi kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang 

penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan 

bersama.
42

 Dari pengertian tersebut pada prinsipnya, anak adalah 

pribadi yang memiliki peranan strategis dalam mengemban 

tanggung jawab masa depan bangsa, namun anak masih 

memerlukan peranan orangtua dalam memelihara, mendidik dan 

mengarahkan dalam mencapai kedewasaannya. Beberapa 

pengertian anak berdasarkan Undang-Undang, yaitu antara lain: 

a. Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang 

Kesejahteraan Anak. Pasal 1 angka 2 yaitu “Anak adalah 

                                                           
42 Siska Lis Sulistiani, Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda 

Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Bandung: Refika Aditama, 

2015), 15. 
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seorang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan 

belum pernah kawin”. 

b. Menurut Undang-Undang RI No.3 Tahun 1997 Tentang 

Pengadilan Anak. Pasal 1 angka 1 yaitu “ Anak adalah 

orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai 

umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 

(delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”. 

c. Menurut Undang-Undang No.25 Tahun 1997 tentang 

ketenagakerjaan. Pasal 1 angka 20 yaitu “ Anak adalah 

orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 

tahun”. 

d. Menurut Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang 

Hak Asasi Manusia. Pasal 1 angka 5 yaitu “Anak adalah 

setiap manusia yang belum berusia di bawah 18 (delapan 

belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang 

masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi 

kepentingannya.” 

e. Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 1 yaitu “Anak adalah 

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 

termasuk anak yang masih dalam kandungan.” 

f. Menurut Undang-Undang RI No.21 tahun 2007 tentang 

pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Pasal 1 

angka 5 yaitu “Anak adalah seseorang yang belum berusia 

18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih 

dalam kandungan.” 

g. Menurut Undang-Undang No.3 Tahun 2008 tentang 

Pornografi Pasal 1 angka 4 “Anak adalah seseorang yang 

belum berusia 18 (delapan belas) tahun.” 

h. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

Pasal 45 yaitu “anak yang belum dewasa apabila 

seseorang tersebut belum berumur 16 tahun”. 
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2. Hak dan Kewajiban Anak  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia menentukan hak anak 

diantaranya: 

a. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran 

penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman-

hukuman yang tidak manusiawi. 

b. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat 

dijatuhkan untuk pelaku atau tindak pidana yang masih 

anak. 

c. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya 

secara melawan hukum. 

d. Penangkapan, penahan, atau pidana penjara hanya boleh 

dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya 

dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir. 

e. Setiap anak dirampas kebebasannya berhak mendapat 

perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan 

kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya 

dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi 

kepentingannya.  

f. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak 

memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara 

efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku. 

g. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk 

membela diri dan memperoleh keadilan di depan 

Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam 

siding yang tertutup untuk umum.
43

 

Sedangkan mengenai kewajiban anak diatur pada 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak yang menentukan bahwa setiap anak berkewajiban 

untuk: 

a. Menghormati orangtua, wali, dan guru; 

b. Mencintai keluarga, masyarakat,dan menyayangi teman; 

c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara; 

                                                           
43 Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 

Tentang Hak Asasi Manusia. 
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d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; 

e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.
44

 

 

D. Jenis-Jenis Pelecehan Seksual 

Jenis-Jenis pelecehan seksual dibagi dalam 3 tingkatan, 

sebagaimana penulis menyimpulkannya sebagai berikut: 

a. Ringan, seperti godaan nakal, ajakan iseng, humor porno, 

menatap tubuh wanita dengan gairah, mengeluarkan siulan, 

dan mengajak melihat gambar porno. 

b. Sedang, seperti membicarakan hal yang berhubungan dengan 

organ seks wanita atau bagian tubuh wanita dan laki-laki, 

memegang, menyentuh, meraba bagian tubuh tertentu, hingga 

ajakan serius untuk berkencan, membicarakan atau 

memberitahu wanita mengenai kelemahan seksual suami atau 

pacar wanita tersebut, dan melakukan gerakan-gerakan yang 

menirukan seolah-olah bermesraan di depan si wanita. 

c. Berat, seperti perbuatan terang terangan dan memaksa, 

penjamahan, hingga percobaan pemerkosaan.
45

 

Sedangkan dalam buku Imran, beliau menjelaskan 

bentuk-bentuk pelecehan seksual antara lain: 

a. Menggoda atau menarik perhatian lawan jenis dengan siulan.  

b. Menceritakan lelucon jorok atau kotor pada seseorang yang 

merasakan sebagai merendahkan martabat. Contohnya 

termasuk komentar yang menghina, gambar atau tulisan yang 

merendahkan wanita, lelucon cabul atau humor tentang seks 

atau wanita pada umumnya. 

c. Mempertunjukkan atau memasang gambar-gambar porno 

berupa kalender, majalah atau buku bergambar porno kepada 

orang yang tidak menyukainya. 

d. Bertanya atau menginterogasi seseorang atau bawahannya 

mengenai kehidupan pribadi atau kehidupan seksualnya. 

Contohnya mempertanyakan bagaimana hubungan 

                                                           
44 Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak. 
45 Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak (Jakarta: Prenada Media, 2013), 

93. 
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keharmonisan rumahtangganya, bagaimana ketika malam 

pertama, apakah dia sering bercinta, bagaimana ia 

memperlakukan saat di atas ranjang, apakah dia kasar, ketika 

bercinta apakah dia foreplay terlebih dahulu atau langsung 

yang penting hasratnya tersanpaikan, dan sebagainya. 

e. Memberikan komentar yang tidak senonoh pada penampilan, 

pakaian atau gaya seseorang. Contohnya: “wow, belahanya 

tapi lebih bagus kalau tinggi lagi....”, “saya punya gunting, 

sepertinya dadamu tak bisa buat bernafas....”, “eaaa.... 

eaaa... eaaa (sambil mengikuti dari belakang. 

f. Terus-menerus mengajak kencan seseorang yang jelas-jelas 

tidak mau. 

g. Berkomentar yang merendahkan atas dasar sterotype gender 

(misalnya: dia tidak mungkin akan sanggup memimpin aksi 

ini karena dia seorang perempuan). 

h. Menggerakkan tangan atau tubuh secara tidak sopan kepada 

seseorang. 

i. Memandangi atau mengerling kepada seseorang tanpa 

dikehendaki. 

j. Menyentuh, menyubit dan menepuk tanpa dikehendaki. 

k. Mengamat-amati tubuh seseorang secara berlebihan tanpa 

dikehendaki. 

l. Mencium dan memeluk seseorang yang tidak menyukai 

pelukan tersebut. 

m. Meminta imbalan seseorang atas pekerjaan, kondisi kerja 

yang baik atau supaya tidak dikeluarkan dari pekerjaan. 

n. Perbuatan yang tidak senonoh yakni memamerkan tubuh 

telanjang atau alat kelamin pada seseorang yang terhina 

karenanya. 

o. Telepon atau surat cabul. Contoh: “sayang call me dong no 

0809xxxxxx aku kesepian nich di kosan sendirian gak ada 

temen yg manja2in aku bang. Aku harap km bisa temani aku 

yach aku tunggu nich”. 

p. Mengganggu fisik maupun serangan seksual atau perkosaan.
46

 

                                                           
46 Imran, Perkembangan Seksualitas Remaja (Bandung: PKBI Jawa 

Barat, 1998), 114. 



33 
 

 
 

Adapun bentuk-bentuk pelecehan seksual dalam buku 

Kusmana, menurutnya digolongkan ke dalam tiga bentuk yaitu: 

a. Bentuk visual, yaitu pandangan atau tatapan yang penuh 

nafsu. 

b. Bentuk verbal, berupa olok-olok, gurauan, pernyataan atau 

pertanyaan yang bersifat seksual dan tidak diinginkan, surat-

surat, telepon dan benda-benda yang bersifat seksual yang 

tidak diinginkan, desakan untuk berkencan. 

c. Bentuk fisik, berupa perkosaan, baik yang masih berupa 

percobaan maupun yang sudah merupakan tindakan yang 

nyata, sentuhan, sandaran, penyudutan atau cubitan yang tidak 

diinginkan, gerakan-gerakan yang bersifat seksual dan tidak 

diinginkan.
47

 

Kategori pelecehan seksual yang dipakai dalam dasar 

pengukuran dalam Sexual Experience Questionnaire (SEQ) 

menurut Sandra, yang membagi dalam bentuk yang lebih 

sistematis: 

a) Gender Harassment yaitu pernyataan atau tingkah laku yang 

bersifat merendahkan berdasarkan jenis kelamin. 

b) Seductive Behaviour yaitu permintaan seksual tanpa ancaman, 

rayuan yang bersifat tidak senonoh atau merendahkan. 

c) Sexual Bribery yaitu penyuapan untuk melakukan hal yang 

berbau seksual dengan memberikan janji akan suatu ganjaran. 

d) Sexual Coercion yaitu tekanan yang disertai dengan ancaman 

untuk melakukan hal-hal yang bersifat seksual. 

e) Sexual Assault yaitu serangan atau paksaan yang bersifat 

seksual, gangguan seksual yang terang-terangan atau kasar.
48

 

 

E. Sanksi Pelecehan Seksual 

Sanksi pelecehan seksual tercantum dalam beberapa pasal 

yang diatur dalam perundang-undangan : 

                                                           
47 G Kusmana, Pelecehan Seksual Di Tempat Kerja (Kondisi Di 

Indonesia) Dan Cara Mengatasinya, Diakses Pada Tanggal 6 Juli 2022, 2005, 

www.nakertrans.go.id. 
48 Campbell, Biologi (Diterjemahkan Oleh Rahayu Lestari), ed. Jilid 3, 

Edisi ke-8 (Jakarta: Erlangga, 2008), 84.  
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a. Dilihat dari isinya, Pasal 81 ayat (1) UU 23/2002 jo UU 

35/2014 berisi setiap orang yang dengan sengaja melakukan 

pelecehan seksual atau ancaman pelecehan seksual memaksa 

anak melakukan persetubuhan dengannnya atau dengan orang 

lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima 

belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda 

paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan 

paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). 

b. Sementara, Pasal 82 UU23/2002 jo UU 35/2014 berbunyi 

setiap orang yang dengan sengaja melakukan pelecehan 

seksual atau ancaman pelecehan seksual, memaksa, 

melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau 

membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan 

perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 

15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan 

denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta 

rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta 

rupiah). KUHP Pasal 287 ayat (1) menyebut barang siapa 

bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, 

padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa 

umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak 

jelas, bawa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan 

pidana penjara paling lama sembilan tahun. 

c. Kemudian Pasal 292 KUHP menyebut orang dewasa yang 

melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama 

kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya 

belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 

(lima) tahun. Mengacu pada hukuman pidana penjara dan 

denda, terutama Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 pada Undang-

Undang Perlindungan Anak, ancaman terhadap tindak 

kejahatan pelecehan seksual tergolong keras. 

d. Apabila pelaku pelecehan seksual adalah anak, usia antara 14 

(empat belas) tahun sampai dengan kurang dari 18 (delapan 

belas) tahun, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 5 ayat (3) 

menjelaskan bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, 
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wajib diupayakan diversi. Pengertian diversi menurut Pasal 1 

angka 7 UU 11/2012, adalah pengalihan penyelesaian perkara 

Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan 

pidana. 

e. Selanjutnya di dalam Pasal 6 UU 11/ 2012 menjelaskan tujuan 

diversi adalah: mencapai perdamaian antara korban dan anak, 

menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, 

menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, 

mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan 

rasa tanggung jawab kepada anak. 

f. Persyaratan diversi pada anak tercantum dalam Pasal 7 ayat 

(2), diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang 

dilakukan: 

1) diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; 

dan 

2) bukan merupakan pengulangan tindak pidana. 

Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pelecehan 

seksual Terhadap Perempuan dan Anak tertera dalam dalam Perpu 

No. 1 Tahun 2016 tentang “Perubahan kedua UU No. 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak” cukup bervariatif dan sampai 

sanksi yang berat. Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana 

pelecehan seksual tertuang di dalam pasal 81 dan pasal 81 A, 82, 

82A perpu Nomor 1 Tahun 2016. Di dalam pasal 81 Perpu Nomor 

1 Tahun 2016, dinyatakan: 

a. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara 

paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 

tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima 

miliar rupiah). 

b. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja 

melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau 

membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau 

dengan orang lain. 
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c. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai 

hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga 

kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau 

dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, 

pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

d. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga 

dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena 

melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

76D. 

e. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, 

mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, 

terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban 

meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau 

pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling 

lama 20 (dua puluh) tahun. 

f. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana 

tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. 

g. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan 

ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan 

pemasangan alat pendeteksi elektronik. 

h. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan 

bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka 

waktu pelaksanaan tindakan. 

i. Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku 

Anak.
49

 

Sebagai sebuah sanksi yang bersifat inkapasitas fungsi 

salah satu fungsi organ tubuh terpidana, Salah satu poin yang 

seyogyanya menjadi pertimbangan pemerintah dalam penjatuhan 

                                                           
49 Pasal 81 Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 
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vonis kebiri kimia adalah penentuan kualifikasi pelecehan seksual 

anak yang akan dikenakan sanksi kebiri kimia. Jika merujuk pada 

praktek kebiri kimia di beberapa negara, diketahui kebiri ini tidak 

diterapkan pada semua jenis pelecehan seksual anak. Dari sekian 

banyak spektrum pelecehan seksual anak, pengenaan sanksi 

kastrasi terbatas pada pelaku yang pelecehan seksual yang 

dipandang berat atau serius, yang mana di beberapa negara 

dikenal dengan istilah Sexually Violent Predator/Sexually 

Dangerous Person (SVP/SDP) Acts. Adapun kriteria yang 

digunakan untuk mengkualifikasikan pelaku pelecehan seksual 

yang serius tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Pelaku sebelumnya pernah diputus oleh pengadilan telah 

melakukan pelecehan seksual pada anak (the person has been 

convicted of offenses determined by the state to constitute a 

sexually violent crime). Di sini berarti telah terjadi 

pengulangan (residive) pelecehan seksual anak; 

b. Pelaku tersebut telah didiagnosis secara medis menderita 

penyakit mental atau ada ketidak normalan dalam perilaku 

seksualnya (the person suffers from a diagnosed mental 

disorder; dan 

c. Terdapat relasi yang logis antara pelecehan seksual yang 

dilakukannya dengan kondisi yang dideritanya (as a result of 

that disorder, the person is likely to engage in sexually violent 

offenses).
50

 

Merujuk Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Perlindungan 

Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2016, pengenaan kastrasi kimia di Indonesia juga 

diterapkan secara terbatas yakni terhadap pelaku pelecehan 

seksual yang telah memenuhi kualifikasi yuridis sebagai berikut: 

apabila pelaku 1) menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang; 

atau 2) mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit 

menulat atau hilangnya fungsi reproduksi, dan atau korban 

meninggal dunia. Terdapat perbedaan yang cukup signifikan 

                                                           
50 Nuzul Qur‟aini Mardiya, Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi 

Pelaku Kekerasan Seksual (Jakarta Pusat: Pusat P4TIK Mahkamah Konstitusi 

RI, 2017), 220. 
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mengenai pertimbangan pengenaan kastrasi kepada pelaku 

pelecehan seksual pada anak di Indonesia dan di beberapa negara. 

Di Indonesia lebih menitikberatkan pada pertimbangan jumlah 

korban dan derajat kerugian yang dialami korban. Sedangkan di 

beberapa negara yang sebelumnya telah menjalankan praktek 

kastrasi ini lebih menitikberatkan pada pertimbangan faktor 

pengulangan dan juga abnormalitas kondisi kejiwaan dan seksual 

dari pelaku. Dalam hal ini, pengenaan kastrasi Indonesia lebih 

mengedepankan victim oriented, sedangkan negara lain lebih pada 

offence and offender oriented dengan pertimbangan bahwa 

kastrasi merupakan tindakan intervensi medik belaka bukan 

sebagai sanksi an sich pada pelaku. 

 

F. Pengendalian Pelecehan Seksual 

Sebagai bentuk pencegahan terhadap pelecehan seksual 

dan menghindari diri dari tindakan pelecehan seksual, maka yang 

bisa dilakukan : 

a. Sadarkan keluarga terutama anak-anak untuk mengenali 

situasi potensial yang dapat menyeret kejurang pelecehan. 

b. Jangan segan dan sungkan membahas masalah pelecehan 

seksual yang muncul di pemberitaan media massa. 

c. Latih diri dan anak-anak untuk dapat bersikap tegas walau 

mungkin itu bertentangan dengan karakternya. 

d. Hindari tempat-tempat yang rawan, gelap, dan sunyi serta 

jauh dari keramaian. 

e. Hindari menggunakan busana minimalis. 

f. Hindari berduaan dengan seseorang yang pernah melakukan 

pelecehan seksual pada anda. 

g. Hindari peluang berduaan dengan orang yang berkategori 

“playboy” atau orang yang berperilaku aneh-aneh. 

h. Bentuk kelompok solidaritas untuk menjaga semangat kerja 

dan moralitas korban.
51

 

 

                                                           
51 S. Romauli dan Vindari AV, Kesehatan Reproduksi (Jakarta: Nuha 

Medika, 2012), 98–99. 
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